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~4bstract
L~le insurance clain1 denials by the insured to the insurer resulted in the legal di5pute belYveen the
insured to the insurer. In connection vvith this. the research ~focus is on LiabiliZV Insurer on L(fe
Insurance ClaiJn Denial Insured. The problen1 ~faced is how the legal responsibility qf the insurer on
the insured life insurance claim denial and how.forn1s of barriers that cause the insurer refused to
withdraw a clain1 to the insured and solutions used or offered. The research method using a type of
research that focuses on the normative assessment oflegislation related to the Insurance. The results
qf the research cOfulucteli, that the liability insurer for denial of insurance clain1s life insured if
cause(! by the~faulta/the insure(l, the insurer returns the pren1iu111S qf'the value oj'an existing account
on the policy insured, otherwise t{ errors resulting from insurance agent as a representative of the
insurer, then the top the act ofapplying criminal sanctions under Article 75 or Article 71 Constitution
Number 40 in 2014 on insurance and the insurer shall be liable for the payment ofclaims which arise
when the insurance agent has received a premium but not yet handed to the insurer. Barriers that
cause the insurer re.{i,lses to withdravv the clain1 is an insurance agent.fraudulent~yconvey in.forn1ation
to the insured in the insurance ]?roduct alul,((lilure to aj?]?(v the J?rincz])le o.f interest (insurable
interest) an(l the J?rinciJ?le o.fgood,((zith pel:lect (utn7o,)'t good,Faith).
Keyvvor(ls: Liabili(v, Clain7, L((e Insurance
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Non10r
40 Tahun 2014 tentang Perasuransi8n
ditegaskan bahwa usaha Asuransi Ji\va adalah
usaha yang n1enyelenggarakan j asa
penanggulangan risiko yang n1en1berikan
pen1bayaran kepada pelnegang polis~
tertanggung~ atau pihak lain yang herh8k
dalan1 hal telianggung meninggal dunia atau
tetap hidup, atau pelnbayaran lain kepada
pen1egang polis~ tel1anggung. atau pihak lain
yang berhak pada \vaktu tertentu Y8ng diatur
dalan1 peljanjian. yang bes8rnya telah
ditetapkan dan at8u did8sarkan p8da hasil
pengelolaan dana. I
Praktek n1engenai pelaksana8n
polis asuransi ji\va yang terjadi adalah
pernyataan dari pihak tertanggung
I Undang-Undang Non1or 40 l-ahun 2014 tentang
Perasuransian
1
bahwa pihak tertanggung sangat kecewa
dan Inenyesalkan atas buruknya sisteln
dan n1ekanisn1e dari pihak penanggung
dalan1 Inelakukan penanganan dan
penyelesaian klain1. 2 Padahal, ~angat
dipahan1i ball\va tertanggung
lnenghendaki penanganan klain1 dengan
cepat dalan1 jU1111ah yang n1en1adai agar
risiko yang teljadi dapal segera Jiatasi~
karena justru dalan1 n1enghadapi risiko
itulah te11anggung 111en1beli asuransi~
atau dapat dikatakan bahwa tujuan
tertanggung n1en1beli asuransi adalah
untuk n1engalihkan risiko tertanggung
:?http://oto.detik.con1/read/20 10/09/06/ 123629/ 143
5882/283/menyesalkan-sisteI11-dan-I11ekanisme-
klain1-asuransi-j i\va-aia-financial. diakses pada
19 i 05; 20 16. 12.47
  kepada penanggung. Jik8 risiko telJaol
dan penanganan klai111 dari penanggung
a. Bagaillldndkah tanggung ja\vab hUku111
penanggung atas penolakan klai111
I{Ulllllsan l\Iasalah
~ I-Lf'vtN. Pur\\'osutj ipto. 1990. Pengerr ion !)okok
!luku171 [)ogong !ndone.\io - !{UkUI71
!)errungguJ7goJ7. \/01. o. Cetakan Kctiga. Pcncrhit
I)jalnbatan. Jakarta. hhn. 25.
-+http:/'asuransi91 1.C0111?p=tips . diakses pada
tanggal Oh0320 1h. 22.35
udah. ~~bagalllldlld Y~lllg dlll~lr~lpk~uL
dapat di111engel1i bah\va tel1anggung
sangat kece\va.-+ Kekecevv'aan
tertanggung dikarenakan tellanggung
111erasa bah\va pengajuan klain1 yang
dilakukan oleh tertanggung sudah sesuai
dengan isi polis tersebut. Pengajuan
klai111 asuransi jiwa tertanggung ditolak
oleh penanggung, dengan dahl bah\va
tertanggung telah melakukan hal-hal
yang tidak sesuai dalan1 polis asuransi
jiwa. Dalam hal ini, tertanggung merasa
ia telah melakukan hal-hal yang telah
seslHll rada perjanjian aSllfflnsl jiwa.
sehingga tertanggung l11erasa berhak
untuk mencairkan klaim asuransi jiwa.
Hal tersebut setidak-tidaknya
menipiskan kepercayaan masyarakat
terhadap integritas pihak asuransi karena
terkesan n1elllpersulit pencairan klain1.
Kepercayaan n1asyarakat yang
n1enipis perlu ditingkatkan. Maka dari
itu, peranan usaha perasuransian dalan1
pen1bangunan, perusahaan perasuransian
sebaiknya tidak Inengabaikan prinsip
usaha yang sehat dan bel1anggung
ja\vab, yang sekaligus dapat Inendorong
kegiatan perekonon1ian pada un1un1nya.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut,
n1aka judul yang dibahas untuk
penulisan skripsi ini: ··T'AN(JGUNCi




a. 'T'injauan Un1un1 tentang Asuransi Jiwa
1) Pengertian Asuransi Jiwa
Pengertian asuransi jiwa dapat
diten1ukan di dalan1 Undang-Undang
Non1or 40 l~ahun 2014 tentang
Perasuransian. Menurut ketentuan
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
N 01110r 40 rrahun 2014 l'entang
Perasuransian yang n1enyebutkan
yaitu "J1slIransi adalah jJ(1)al?iian
antara dlla !Jihak, yaitu !Jcrusahaan
asuran,)'i dan !JCnlcgarg !)()Iis, yang
J7lel?iadi dasa r hal!) jJeneriJ7zau n IJrcnzi
oleh !Jerusahuan aSliransi sehagai
inlhalan untuk nlenlherikan
jJe Ilc'Sc'..!:a J7 t ia n kejNu!a tcrta Ilc2;gllllg atall
jJelneg;ang j)()/is karena kerllg)on,
kerllsukun, hict.l~a .vang tinzhu/,
kehilan/sal7 kellntlll7gall, atau
rallg:g:lll7g jCl1rah hukulJl kejhlda jJihak
kerig:a y([nc~ IJlul7c~kin diderita
!er!a nc<';c<..!:ul7cCJ". a!all jJCIJ leg:a nc~ j)() /is
karena rel)adin.va suaru jJcri.\ri1t'a
YUllet!, tidak jNlsri: arau nlClJlhcrikan
!Jenlhu)~([ran ,val7g; di(!asarkan !Hlda
IJ zen iIll;cCSa In.va rer tong,rz,IIn /J, 0 rall
!Jeln!Jayarall yang didasarkal7 !x/da
b. Bagai111anakah bentuk ha111batan yang
111enyebabkan penanggung 111enolak untuk
I11cI1cairkan klain1 kepada tertanggung dan
solusi yang digunakan atau dita\varkan.
Tujuan
Tinjauan Pustaka
Berdasarkan nlffiusan masalah yang telah
diruilluskan, tujuan yang ingin dicapai oleh
penulis dalam penulisan ini yaitu:
a. Untuk mengetahui tanggung jawab
hukum penanggung atas penolakan klaim
asuransi j iwa tertanggung
b. Untuk n1engetahui bcntuk ha111batan yang
menyebabkan penanggung menolak untuk
mencairkan klaim kepada tertanggung dan
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jJengelolaan dana ".
.A.bdu1kadir NluhaIl1Inad. 2011. HukuJ11 .·1.\lll"UllSi
Indonesia. Citra f\ditya Bakti. Bandung. hll11. 49.
2) Syarat- Syarat Sah Peljanjian Asuransi
Ji\N3
Asuransi l11erupakan salah satu
jenis peljanjian kllUSUS yang diatur dalanl
Wetboek van Koophandel (WvK).
Berdasarkan hal itu, maka syarat-syarat
sah suatu perjanjian dalan1 Kitab Undang-
Undang Hukun1 Perdata (KUHPER)
berlaku juga bagi perjanjian asuransi jiwa.
Dikarenakan peIjanjian asuransi jiwa
merupakan perjanjian khusus. maka
disamping syarat-syarat sah suatu
perjanjian dalam KUHPER, berlaku juga
syarat-syarat khusus yang diatur dalam
WvK bagi peIjanjian asuransi jiwa.
Syarat-syarat sah suatu perjanjian yang
berlaku bagi perjanjian asuransi jiwa
diatur dalan1 Pasal 1320 KUI-IPER, yaitu
kesepakatan para pihak, ke\venangan
berbuac objek tel1entu, dan kausa yang
hala1. Sedangkan syarat sah suatu
peljanjian yang berlaku ·bagi peljanjian
asuransi jiwa diatur dalan1 Pasal 251
WvK, yaitu kewajiban pen1beritahuan
yang tidak benar, atau setnua
penye111bunyia11 keadaan yang diketahui
oleh tertanggung.)
Syarat -syarat sah suatu petjanj ian yang
berlaku bagi petjanjian asuransi ji\va yang
diatur dalan1 Pasal 1320 KUI-IPER:
a) Kesepakatan (C~()nsen,)'lIs)
Penanggung dengan tCt1anggung
sepakat tncngadakan pCl~jal\i ian
asuransi j i\v,1. Kesepakatan antara
penanggung dellgall tel tallggullg
didasarkan p8d8 kcscsuaian kchendak
yang bebas Inengenai hal-1181 pokok
yang diinginkan dalan1 pCl~janjian
asuransi j i\va. l)a18111 h8! ini,
pcnanggung dengan te11anggung harus
111c111punyai kenlauan yang bcbas 8tau
sukarela untuk 111engikatkan diri. eli
111ana kesepakatall itu dapat dinyatakan
secara tegas ll1aupun dial11-diam.
13 ~b~t~ ) ~illg dlllLiK2l ud ddd Ld 1 b~'b~l ~
dari kekl1ilafan ((!1t'aling, lnistake),
paksaan (d~t'ang,dures), dan penipuan
(bedrog,.frautf). Bcrdasarkan Pasal
1321 KUHPER perjanjian menjadi
tidak sah, apabila kesepakatan terjadi
karena unsur-unsur kekhilafan,
paksaan, atau penipuan.6
Kesepakatan antara tertanggung dan
penanggung dibuat secara bebas,
artinya tidak berada di bawah
pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak
tertentu. Kedua belah pihak sepakat
menentukan syarat-syarat pelja~jian





hukunl yang diakui oleh undang-
undang. Kewenangan berbuat tersebut
ada yang bersifat subjektif dan ada
yang bersifat objektif. Kewen8ngan
subjektif, artinya penanggung dan
te11anggung sudah dewasa, sehat
ingatan, tidak berada di bawah
perwalian (trusteesllll)), atau pen1egang
kuasa yang sah. Kewenangan objektif,
artinya tertanggung 111en1punyai
hubungan yang sah dengan objek
8suransi yaitu berupa jiwa d8n raga
n1anusia. Ken1udian, penanggung
adalah pihal: yang sah n1ewakili
perusahaan asuransi berdasarkan
sAnggaran I)asar Perusahaan.'
c) ()bjek tCl1entu (Fixed (J!?iect)
()bjek tertentu dalan1 petjanjian
asuransi adalah objck yang
diasuransikan. I)alan1 hal ini objek
yClng diasuransikan berupa j i'W'a atau
raga tllanusia. Objek tertentu berupa
j i\va atau raga n1anusia terdapat pada
Peljanj ian l\suransi Ji\va. Pengertian
()http: \\'\V\'v·.hukuI110nline.C0I11/'k1inik!detai1/1t4c3
d 1e98bb 1hchukunl-perjanj ian. diakses pada
22/06/2016. 14.51.
, Abdu1kadir l'vluhanlI11ad. Op. ('it .. h1n1. 50 .









objek tel1entu adalah bahwa iJentitas
objek asuransi tersebut halUS jelas dan
pa~li. .L\p~ibiLl b~fUP~1 Ji \\a ~lldU fdgd,
harus j elas dan pasti atas nan1a siapa,
berapa umurnya, apa hubungan
keluarganya, di 111a11a alan1atnya, dan
scbagainya. Karena yang
n1engasuransikan objek itu adalah
te11anggung, n1aka tertanggung harus
mempunyai hubungan langsung atau
tidak langsung dengan objek tersebut.
Dikatakan hubungan langsung, apabila
tertanggung memiliki sendiri jiwa atau
raga yang menjadi objek asuransi.
Dikatakan hubungan tidak langsung,
apabila tertanggung hanya mempunyai
kepentingan atas objek asuransi.
Tertanggung hams dapat
membuktikan, bahwa dia adalah benar
mempunyai kepentingan atas objek
asuransi. Tertanggung yang tidak dapat
nlelnbuktikan bahwa tertanggung
n1en1punyai kepentingan atas objek
asuransi nlengakibatkan asuransi batal
(null and void).9
d) Kausa yang Halal (Legal Cause)
Kausa yang halal adalah lSI
perjanjian asuransi itu tidak dilarang
undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketetiiban un1un1, dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan.
13erdasarkan kausa yang halal, n1aka
tujuan yang hendak dicapai oleh
tertanggung dan penanggung yaitu
beral ihnya risiko atas obj ek asuransi
yang diin1bangi dengan penlbayaran
pren1i tersebut pasti tercapai. Jadi
antara tet1anggung dan penanggung
San1(l-San1a n1elakukan hak dan
kevvajibannya, yaitu tertanggung
n1crnbayar prelllL sedHllgkuIl
penanggung n1enerin1a peralihan risiko
atas objek asuransi. Jika pren1i telah
dibayac n1aka risiko berlalih.
ken1udian jika pre111i tidak dibayac
111aka risiko tidak beralih. I ()
\) !lJI'd. h11n '; 1'; 2.
III lhid. hIr11. 52.
4
3) Pellyebab I3erakhirnya PCl~ianjian
Asuransi Jiwa
1\.'1j d llJ 1~ III ~ I ~ II L 111 ~ 1 J 1\ \ d ~ L' \ \ ~1kIII -
\vaktu dapat berakhir, karena sesuai
ketentuan kontrak atau karena sebab dan
alasan tertentu, sehingga menyebabkan
berakhimya ikatan peIjanjian asuransi
jiwa dari tertanggung dengan
penanggung. Hal-hal yang n1enyebabkan
peljanjian asuransi jiwa dapat berakhir
antara lain:
a) Asuransi jiwa berakhir karena
teljadinya evenement
Salah satu evenement yang
biasanya terjadi pada asuransi jiwa
menjadi beban pellanggung yaitu
karena pihak tcrtanggung meninggal
dunia. Kepada evenement seperti ini,
maka dari itu diadakan asuransi jiwa
oleh pihak tertanggung dan
penanggung. Jika selama jangka waktu
sesuai perjanjian teljadi hal yang
111enyebabkan tertanggung n1eninggal
dunia, 111aka pihak penanggung
diwajibkan n1e111berikan uang santunan
kepada ahli waris, biasanya dala111
perjanjian sudah disebutkan kepada
pihak siapa atau ahli waris yang tertera
pada perjanjian asuransi jiwa.
Ke111udian setelah penanggung telah
111enlbayar uang santunan tersebut,
111aka telah berakhirlah asuransi jiwa
tertanggung. Asuransi j iwa
tertanggung telah berakhir, karena
dalan~ huku111 peljanjian dinyatakan
bahwa suatu pe1janjian oleh pihak-
pihak berakhir, j ika prestasi 111asing-
n1asing pihak tertanggung dengan
penanggung telah terpenuhi. Berarti,
asuransi ji\va berakhir jika penanggung
tnelunasi uang santunan atau pr~stHsi
karena tertanggung 111eninggal dunia
atau dapat dikatakan evencl71enl yang
disertai pelul1asan klain1 asuransi. 11
b) Asuransi ji\\'a berakhir karena j8ngka
waktu telah berakhir
II http>/www.asuransikeluarga.org/20 14/03/berak





Penge11ian klai111 asuransi terbagi
111enjadi 2 (dun) yaitu: klai111 asuransi
secara Ull1Ull1 dan klaill1 asuransi secara
khusus. Klain1 asuransi secara un1Ull1
111erupakan tuntutan atas hak sebagai
karenabcrakhirJ) Asuransi Jl\Va
dibatalkan
1\'1 j ~ 111J i(\ 11 ~ h II r~ \11 ~ 1 J1\ \ ~ \ d~ \P~ \1
dibatalkan oleh penanggung sebelu111
selesainya n1asa berlaku pelj anj ian
asuransi ji\va. Pembatalan tersebut
dapat teIjadi disebabkan oleh beberapa
haL misalnya tertanggung tidak
ll1elanjutkall penlbayaran premi seperti
yang sudah diatur dalam peljanjian
atau dapat juga dikarenakan
tertanggung melakukan permohonan
pembatalan sendiri. Keputusan
pembatalan peljanjian asuransi jiwa
tersebut bisa teljadi sebelum
tertanggung l11enlbayar prenli atau juga
sesudah tertanggung 111en1bayar pren1i.
Apabila tertanggung membatalkan
perjanjian asuransi jiwa sebelum
melakukan pembayaran premi kepada
penanggung tidak menjadi masalah,
namun yang dapat memunculkan
111asalah yaitu tertanggung ll1elakukan
pell1batalan asuransi jiwa setelah
ll1ell1bayar pren1i beberapa kali kepada
penanggung. Hal demikian
ll1enyebabkan pren1i yang telah
dibayarkan oleh tertanggung dapat
diken1balikan atau tidak dapat
diken1balikan oleh penanggung yang
tergantung pada perjanjian kontrak
asuransi yang telah disepakati antara
penanggung dengan tertanggung.
Nall1un, biasanya penanggung sudah
ll1ell1iliki regulasi tersendiri kapan dan
berapa jumlah uang yang dapat
dikell1balikan, j ika tertanggung
n1en1batalkan peljanjian asuransi dan
sekaligus ikatan tertanggung dengal1
penanggung bcrakhir. 14
Evenenzenl tiuak selalu lllenjaJi
penyebab berakhimya ikatan kontrak
~i~urall~l Jl\\~l, L~ldPl ~ldd J Ugd b~b~lll
penanggung terjadi san1pai
berakhimya jangka waktu sesuai
pelj anj ian asuransi j i\V3. 1'v1isalnya, j ika
sampai pada jangka \vaktu 111asa
kontrak asuransi selesai tidak telj adi
evencnzcnt, ll1aka beban risiko
penanggung juga berakhir. Selain itu,
penanggung tetap hanls
mengen1balikan sejumlah uang sesuai
hutang yang tercatat untuk penanggung
yang dikembalikan kepada
tertanggung, karena selama peljanjian
pihak tertanggung tidak mengalami
risiko apapun. Dalan1 istilah lail111ya,
yaitu asuransi berakhir sejak masa
kontrak pelj anj ian habis disertai
dengan pengembalian uang kepada
pihak tertanggung selaku konsumen
1 . 12perusa laan asuransl.
c) Asuransi jiwa berakhir karena gugur
Ketentuan Pasal 306 ~Vetbock van
Koophande/ (WvK) disebutkan:
lo"Apabila orang yang diasuransikan
j iwanya pada saat diadakan asuransi
ten1yata sudah n1eninggal, Inaka
asuransinya gugur, n1eskipun pihak
tertanggung tidak ll1engetahui
ken1atian tersebut kecuali j ika
dipeljanjikan lain".
Kata terakhir pada Pasal 306
WvK n1ell1beri kesen1patan pada
pihak-pihak untuk ll1elnbuat perjanjian
lain yang ll1enyill1pang dari ketentuan
Pasal tersebut. Sebagai contolL
asuransi yang diadakan untuk tetap
dinyatakan sesuai dengan undang-
undang dan sah asalkall leI laIlggUllg
benar-benar tidak ll1engetahui
ken1atian tersebut. ] ika itu dinyatakan
gugur tetapi tidak Inengalall1i risiko,
111aka prenli yang selall1a ini
dibayarkan oleh tertanggung bisa
diserahkan kepada pihak-pihak untuk
111e111buat janj i kell1bali.I.~
12 Ibid.
I.~ Ibid. 14 Ibid.
5
  
akibat dari penlenuhan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan sebelun1l1ya
Jalalll P~lJ ~U1J l~Ul. S~JJllgk~llL hLtllll
secara khusus dapat disebut sebagai klain1
asuransi jiwa yang lllerupakan tuntutan
uari peIllegang polis/penerinla pengalihan
hak kepada penanggung atas pen1bayaran
Jumlah Uang Pertanggungan (UP) atau
Saldo Tunai sebagai akibat dari
pen1enuhan ketentuan-ketentuan dalalll
peIjanjian asuransi ji\va. 15
2. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Pene11t1an 1n1 menggunakan metode
penelitian hukum normatif yaitu dengan
cara meneliti bahan-bahan pustaka yang
merupakan data sekunder. Dalam hal ini
penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilakukan atau berfokus
pada non11a hukulll positif yang berupa
perundang-undangan. Data yang
dipergunakan adalah data sekunder yang
terdiri atas bahan huku111 prin1er dan
bahan hukunl sekunder. Bahan hukunl
prinler diperoleh dari hukunl positif
Indonesia yang . berupa peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
pendapat hukunl ahli hukun1 dalan1
1iteratuL jUllla1, dan Ka111US Besar
Bahasa Indonesia~ internet (1t'ehsite)
terkait Perasuransian
3. llASIlJ DAN PEMBAlJASAN
Peno1akan k1ainl asuransi ji\va dapat
disebabkan dari pihak tertanggung atau
pun pihak penanggung.
1) PcnycbJb dClri PihJk l'e11anggung
Peno1akan asuransi jiwa dapat tidak
discbabkan oleh penanggung. 1-131-ha1
yang n1enyebabkan penanggung
n1cnolak k1ain1 asuransi j ivva antara
lain:
a) -rcrtanggung tidak jujur pada saat
Inengisi Surat Pern10honan
Asuransi Jiwa (SPi\J) yang isinya
15http://\;vw\v.buIl1iputera.COIllJpages/derault. infor




n1engenal keadaan tertanggung. 16
13 ~b~lo~iP ~i PL' lot ~i 11)" ~i~i 11 t\..' r°:,>\..' \i lit




tertanggung pada saat menjawab





asuransi jiwa. Berdasarkan Pasal
2 ayat (2) Ketentuan Umum Polis
AlA Priori~v Link, jika
telianggung terbuk1:i tidak jujur
pada saat menj awab pertanyaan
pada SPAJ kecuali
keteranganlpemyataan mengenai
umur atau jenis kelamin, maka
penanggung berwenang untuk
111elllbatalkan polis asuransi jiwa
yang disertai penolakan klain1
asuransi jiwa. Nan1un apabila
perlindungan asuransi jiwa telah
ber1aku lebih dari 2 (dua) tahun
sejak tanggal ber1aku polis atau
tanggal pen1ulihan polis, n1ana
yang terjadi paling akhir dan




sebesar nilai akun yang dikurangi
biaya-biaya yang berkaitan
dengan pen1batalan polis asuransi
jiwa. Berdasarkan rasal 2 ayat
(3) Ketentuan Unlun1 Polis ALll
!)riority Link~ j ika lerlanggullg
dengan sengaja nlen1berikan
keteranganJpemyataan un1ur atau
jenis kelan1in pada SPA] yang
tidak sesuai dengan keadaan
sebenan1ya~ 111aka penanggung
berwenang untuk:
16 Wawancara dengan Hendro PU1110n10~ pada
04/04/20 16~ 11.00, di Kantor AlA Financial
j\1ission .AgenL~V.
  (1) IvIen1bataikan polis asuransi
jiwa dan ll1engell1balikan nilai
akUll Ul1.d ~iJd). lilkur~ill~J
dengan biaya-biaya danJatau
pajak yang till1bul sesuai
kelenluan hukulll yang berlaku
berkenaan dengan batalnya
polis 111aupun ke\vajiban-
ke\vajiban 1ain11ya jika ada~
(2) Melakukan penyesuaian atas
biaya asuransi dan/atau premi
dasar yang seharusnya
dibayarkan sesuai dengan
perhitungan umur atau jenis







(3) Melakukan penyesuaian atas
n1anfaat asuransi yang
diberikan sesual dengan
perhitungan un1ur atau jenis
kelan1in yang sebenarnya.




dapat nlenolak klain1 asuransi
jiwa. Pada unlun1nya~ pihak
tertanggung n1cngajukan klainl
asuransi jiwa~ nanlun ken1atian
tClianggung tidak sesuai· dengan
polis asuransi ji\va yang telah
ditentukan dan disepakati dengan
Jpenanggung.
Menurut lIendro PUrn0111o. S.L.
S.1!.. bentuk tanggung ja\vab
hukunl pcnanggung ata~~
penolakan klain1 asuransi j i\\'a
tCl1anggung tcrkait ken1atian
tCl1anggung yang tidak sesu3i
dcngan polis asuransi j i\va yang




prelni yang Lelah Jibayarkan oleh
tertanggung. Hal tersebut
dlh.:g~bk.dll bl.'rd~bdrk.dll P~l~~tl 1(J
ayat (1) Ketentuan Ull1unl Polis
AlA Priori~v Link yang
111cnyatakan bahvva, kccuali
ditentukan lain atau ditentukan
sebaliknya dalan1 Ketentuan
Khusus dari Polis, apabila
tertanggung meninggal dalam
Masa ...A.suransi karena:
(1 )Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS), AIDS
Related Complex atau infeksi
Human Immunodeficiency
jfirus (HIvr)~
(2) Tindak kejahatan asuransi
yang dilakukan oleh pihak
yang memiliki atau turut
memiliki kepentingan dalam
perlindungan asuransi ini;
(3) Mencoba bunuh diri, yang
teljadi dalanl waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal penerbitan
atau pelTIulihan polis, atau
tindakan lainnya ke arah itu~
atau
(4) Dengan sengaja 1l1elakukan
atau turut serta dalan1 suatu
perkelahian, tindak kej ahatan,
atau suatu percobaan tindak
kej ahatan, baik akti f nlaupun
tidak.
'rel1anggung yang ll1eninggal
disebabkan oleh hal-hal yang telah
dipaparkan di atas dapat
n1engakibatkan penanggung tidak
111en1bayar Uang Pertanggungan (UP)
at8u dapat dikatakan penanggung
1l1clakukan penolakan klai1l1 asuransi
j i \V;], nan1un penanggung hanya
berke\vaj iban nlengenlbalikan pre1l1i
sebesar nilai akun y8ng ada pada
polis yang bersangkutan atau dapat
disil~lpulkan~ b8h\va penanggung
nlengcnlbalikan pre1l1i yang telah
dibayarkan oleh tertanggung.
2) Penyebab dari Pihak Penanggung
  
]x lhid.
Penolakan asuransi jiwa Japal
tidak disebabkan oleh te11anggung.
ll~d-h~d y~tllg llll:ll) l:bdbk~tll
penanggung lalai dalalll Inenolak
klaim asuransi jiwa antara lain:
a) Agen Asuransi yang n1erupakan
seseorang atau badan hukum yang





secara tidak benar dan jujur
kepada tertanggung terkait produk
asuransi jiwa. 18
Berdasarkan Pasal 31 ayat (2)
Undang-Undang Nanlor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian
ditegaskan bahwa, agen asuransi
wajib memberikan informasi yang
benar, tidak palsu, danlatau tidak
111enyesatkan kepada pemegang
polis~ tertanggung~ atau peserta
nlengenai risiko~ InanfaaC
kewajiban dan penlbebanan biaya
terkait dengan produk asuransi~
n1aka dari itu apabila terdapat
agen asuransi yang tidak jujur
dalan1 kinerja pelllasarannya~
sehingga atas tindakan tersebut
dapat diterapkannya sanksi pidana
berdasarkan PasaI 75 Undang-
Undang Nonlor 40 l-'ahun 2014
tcntang Perasuransian.
b) Agen Asu~'ansi tidak
nlenyerahkan prenli yang telah
dibayar oleh te11anggung kepada
penanggung.
Berdasarkan Pasal 28 ayat (6)
Undang-Undang Non1or 40 ~rahun
2014 tentang Perasuransian
ditegaskan bahwa, daIal11 hal
pren1i dibayarkan Inelalui agen
asuransi~ agen asuransi \vaj ib
l11enyerahkan prcl11i kcpada
penanggung dalan1 jangka waktu
paling lan1a 5 (lil11a) hari kelja
berikutnya yang diatur dalanl
8
Pasal 25 ayat (2) Pcraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nonlor





Reasuransi Syariah. Maka dari itu~
apabila terdapat agen asuransi
yang tidak menyampaikan prenli
dalamjangka waktu paling lama 5
(lima) hari keIja berikutnya
kepada penanggung yang telah
dibayar oleh tertanggung dapat
diterapkannya Pasal 71 Undang-
Undang NOlll0r 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian yaitu sanksi
administratif. Meskipun demikian,
berdasarkan Pasal 28 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian,
penanggung wajib bertanggung
jawab atas penlbayaran klain1
yang tinlbul apabila agen asuransi




a. 'Tanggung Javvab l-Iukunl
Penanggung atas Penolakan Klaill1
Asuransi ]i\va Tertanggung sudah
sesuai dengan peraturan perundang-
unJangan perasuransian. Penolakan
klainl asuransi ji\va dapat disebabkan
kesalahan dari tertanggung dan agcn
asuransi sebagai wakil dari
penanggung:




nilai akun yang dikurangi biaya-
biaya yang berkaitan dengan
pen1batalan polis asuransi ji\va:
nlelakukan penyesuaian atas biaya




  sebenanlya~ serta lTIenagih
kekurangan atau 111enge111balikan
k,.Jcbih~Ul pClllbdyar~lll bldya
asuransi dan/atau pre111i dasar
berdasarkan hasil penyesuaian
tersebut; n1engen1balikan pren1i
scbcsar nilai akun pada polis
asuransi ji\va tertanggung.
2) Penolakan klain1 asuransi Jlwa
disebabkan dari kesalahan agen
asuransi sebagai \vakil dan
penanggung, maka atas tindakan
tersebut diterapkannya sanksi
pidana berdasarkan Pasal 75 atau
Pasal 71 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian da11 penanggung
wajib bertanggung jawab atas
pembayaran klaim yang timbul
apabila agen asuransi telah
menerima premi tetapi belum
Inenyerahka11llya kepada
penanggung berdasarkan Pasal 28
ayat (7) Undang-Undang Nonl0r
40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian.
b. Han1batan yang Inenyebabkan
penanggung n1enolak untuk
n1encairkan klailTI asuransi jiwa
kepada tertanggung diantaranya:
Tertanggung tidak 111enlbayar pre111i,
terlalTIbat nlen1bayar prelTIi atau tidak
sanggup lagi 111enlbayar pre111i yang
jangka waktunya sudah ditentukan
dan disep~kati dalanl polis asuransi
j iwa: Agen asuransi 111enyanlpaikan
infornlasi secara tidak jujur kepada
te11anggung dalanl n1en1asarkan
produk asuransi. Faktor-faktor lain
yang nlenjadi h2n1batan~ yaitu
karena tidak diterapkannya prinsip
in.\'ul'ub/e interest yang n1ana
lJenLing,gUllg secara berkala harus
nleninj au apakah antara penlegang
polis dengan tertanggung atau
te113nggung dengan ahli \varisnya
nlen1iliki hubungan secara hukunl
yang sah dan adanya pertalian
keuangan atau tidak, dan prinsip
lltnzost good .faith yaitu tertanggung
9
lllaupun penanggung berke\va iiban
memberikan keterangan selengkap-
lcngh.apnya. S,--dll~l ) dllg dlgUI1dk(111
atau ditawarkan atas penolakan klainl
asuransi ji\va yaitu penyelesaian
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